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ABSTRAK 

 

 

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur penting dan menentukan 

dapat tidaknya seseorang dipersalahkan melakukan perbuatan korupsi. Pada 

tataran pembuktian unsur merugikan keuangan negara yang dirumuskan dalam 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih menimbulkan 

berbagai problematika ketidakpastian dalam penafsiran unsur kerugian keuangan 

negara, termasuk pembuktian soal kewenangan penghitungan kerugian negara 

yang dapat dijadikan alat bukti. Karena itu permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah : Apa akibat hukum dari perumusan unsur merugikan 

keuangan negara bagi pembuktian tindak pidana korupsi ; Mengapa perlu 

dilakukan rekonstruksi pembuktian unsur merugikan keuangan negara dalam 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; dan Bagaimana model 

rekonstruksi pembuktian unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana 

korupsi untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan melalui pembaruan 

hukum pidana korupsi di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan, digunakan 

metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

pendekatan sejarah, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil 

penelitian menunjukkan pembuktian unsur merugikan keuangan negara masih 

dipahami aparat penegak hukum sebagai tindak pidana formil kendatipun 

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah 

merubah kualifikasi tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana materiel. 

Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan dalam pembuktian tindak pidana 

korupsi akibat berupa kerugian keuangan negara tidak harus terjadi (actual loss), 

tetapi bersifat kemungkinan (potensial loss) saja pelaku sudah dapat dipidana. 

Selama Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum dilakukan 

revisi maka penafsiran berbeda dari penegak hukum dapat menghambat upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Rekonstruksi hukum untuk menata ulang atau membangun kembali pembuktian 

unsur merugikan keuangan negara diperlukan karena beberapa alasan yaitu alasan 

filosofis, sosiologis, yuridis, dan praktis/teknis. Dalam pembaruan hukum pidana 

korupsi mendatang, model pembuktian yang lebih tepat adalah menggunakan 

konsep kerugian keuangan negara dalam arti tindak pidana materiel. Melalui 

konsep ini, suatu perbuatan baru bisa dipandang memenuhi unsur tindak pidana 

korupsi dengan syarat harus ada bukti kerugian negara yang benar-benar nyata 

dan terjadi (actual loss). Konsep pembuktian kerugian keuangan negara dalam arti 

tindak pidana materiel lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan.  
 

Kata Kunci  : Rekonstruksi, Pembuktian, Kerugian Keuangan Negara, Tindak 

Pidana Korupsi. 
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ABSTRACT 

 

 

 

State financial loss is one element that has an important and determine whether a 

person can be blamed for committing an act of corruption. At the level of 

evidence, the element of detrimental to state finances as formulated in the 

Corruption Eradication Law still creates various problems with uncertainty in 

interpreting of elements of state financial losses, including evidence of the power 

to calculate state losses which can be used as evidence. Therefore, the problems 

discussed in this study are: What is the legal consequence of the formulation of 

elements of detrimental to state finances to prove the crime of corruption; Why is 

it necessary to reconstruct the proof of the element of detrimental to state finances 

in the Law on the Eradication of Corruption; and How is the model for the 

reconstruction of proving the element of detrimental to state finances in the 

criminal act of corruption to achieve legal certainty and justice through reform of 

the criminal law of corruption in Indonesia? To answer the problem, normative 

legal research methods are used with statutory approaches, historical 

approaches, case approaches, and comparative approaches. The results of the 

study show that evidence of the detrimental elements of state finances is still 

understood by law enforcement officials as a formal crime even though the 

Constitutional Court in its decision Number 25/PUU-XIV/2016 has changed the 

qualification of corruption to become a material crime. This difference in view 

has led to proof of a criminal act of corruption in which the consequences of state 

financial losses do not have to occur (actual loss) but are likely (potential loss), 

the perpetrator can be convicted.As long as the Law on Corruption Eradication 

has not been revised, different interpretations from law enforcers can hinder 

efforts to eradicate corruption and create legal uncertainty. Legal reconstruction 

to restructure or rebuild the evidence of the detrimental elements of state finances 

is needed for several reasons, namely phliosophical, sociological, juridical, and 

practical/technical reasons. In the upcoming reform of the criminal law on 

corruption, a more appropriate model of proof is to use the concept of state 

financial loss in the sense of material crime. Through this concept, a new act can 

be seen as fulfilling the element of a corruption crime on condition that there must 

be evidence of real and actual loss of the state. The concept of proving state 

financial loss in the sense of material crime ensures legal certainty and justice. 
 

Keywords: Reconstruction, Evidence, State Financial Losses, Corruption Crime. 
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RINGKASAN 

 

 

 
Kejahatan korupsi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, tidak 

hanya merugikan keuangan negara, tetapi merupakan pelanggaran hak-hak sosial 

dan kemajuan ekonomi serta dapat menghambat tujuan negara mewujudkan 

kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Besarnya dampak 

yang ditimbulkan maka tindak pidana korupsi digolongkan sebagai extra ordinary 

crime dan sangat sulit pembuktiannya sehingga diperlukan usaha-usaha 

pemberantasannya yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Tindak 

pidana korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang 

terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak 

pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki 

seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan 

korupsi ditujukan bukan semata-mata untuk menghukum seberat-beratnya pelaku 

yang bersalah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kerugian keuangan negara 

yang diakibatkan dari perbuatan korupsi dapat dikembalikan. 

Kebijakan regulasi berkaitan dengan usaha memberantas korupsi yang 

berlaku saat ini adalah UU  No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat 

UU PTPK). Di dalam UU PTPK, kerugian keuangan negara merupakan salah satu 

unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Jenis 

tindak pidana pada kedua pasal ini merupakan tindak pidana formil. Penegasan 

sebagai tindak pidana formil (formeel delicten) eksplisit dinyatakan dalam 

penjelasan undang-undang tersebut, dimaksudkan untuk mempermudah 

pembuktian agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan 

keuangan negara yang semakin canggih. Dalam konteks ini, UU PTPK menganut 

konsep kerugian keuangan negara dalam arti tindak pidana formil. Artinya, suatu 

tindakan otomatis dianggap merugikan keuangan negara, sekalipun akibat berupa 

kerugian keuangan negara belum terjadi, tetapi cukup berpotensi menimbulkan 

kerugian keuangan negara saja, seseorang sudah dapat diajukan ke pengadilan dan 

dijatuhi pidana, asalkan unsur perbuatan lainnya terpenuhi.  

Perumusan kedua pasal tersebut masih menimbulkan banyak hambatan 

bagi pembuktian tindak pidana korupsi karena merupakan norma samar (vage 

normen/vague norm), tidak jelas dan multitafsir. Dalam penerapannya sering 

disalahgunakan untuk mejangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan 

keuangan negara. Penggunaan kata “dapat” sebelum kalimat “merugikan 

keuangan negara” bagi penyidik dan penuntut umum adalah menjadi wewenang 

bebas dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara korupsi diproses 

hukum sehingga berpotensi terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang. 

Bagaimana hukum harus ditetapkan atau hukuman dijatuhkan berdasarkan suatu 

peristiwa yang belum terjadi, belum tentu terjadi atau mungkin tidak terjadi. Oleh 

karena itu kata “dapat” pada praktiknya dapat berarti apa saja sesuai dengan 

pilihan pembacanya, telah menyebabkan ketidakpastian hukum di dalam 

penerapannya.  
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Kelemahan norma kedua pasal tersebut kemudian dikoreksi oleh 

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang 

menghapus kata “dapat” sehingga tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana 

materiel. Putusan ini tidak saja merubah paradigma pemberantasan korupsi, tetapi 

juga berimplikasi pada pembuktian. Jika sebelumnya akibat berupa kerugian 

keuangan negara tidak disyaratkan dalam pembuktian karena merupakan tindak 

pidana formil. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tindak 

pidana materiel maka harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara. Dengan 

demikian ada perubahan dari potential loss ke arah actual loss. Implikasi putusan 

tersebut adalah setiap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi harus 

dibuktikan adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan terjadi (actual loss) 

sebelum dilakukan penetapan tersangka.  

Pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi belum memecahkan 

hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam praktik 

peradilan tindak pidana korupsi, tidak sepenuhnya diterapkan oleh hakim dan 

masih terdapat perbedaan intepretasi dalam membuktikan terpenuhinya unsur 

kerugian keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi. Selama UU PTPK 

belum dilakukan revisi, dapat menimbulkan kegamangan dalam penegakan 

hukumnya. Dari aspek pembuktian hal tersebut menjadi penting untuk ditinjau 

kembali untuk mengatasi perbedaan penafsiran dan agar lebih menjamin kepastian 

hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.  

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, adalah : (1) Apa 

akibat hukum dari perumusan unsur merugikan keuangan negara bagi pembuktian 

tindak pidana korupsi ?; (2) Mengapa perlu dilakukan rekonstruksi pembuktian 

unsur merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Pemberantasan   

Tindak Pidana Korupsi ?; (3) Bagaimana model rekonstruksi pembuktian unsur 

merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi untuk mewujudkan 

kepastian hukum dan keadilan melalui pembaruan hukum pidana korupsi di 

Indonesia ? 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau 

data sekunder sebagai kegiatan utama. Penelitian hukum normatif merupakan 

suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika 

keilmuan hukum dari sisi normatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertolak dari 

pandangan terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di dalam sistem 

perundang-undangan hukum nasional. Pendekatan-pedekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-

undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani; pendekatan sejarah (historical approach), yaitu untuk memahami lebih 

mendalam sejarah dan perkembangan hukum positif pemberantasan tindak pidana 

korupsi di Indonesia; pendekatan kasus (case approach), yaitu menelaah kasus-

kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi yang telah menjadi 

putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus ini 

digunakan untuk memahami ratio decidendi atau reasoning sebagai pertimbangan 

hakim untuk sampai pada putusannya; pendekatan perbandingan (comparative 
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approach) yaitu membandingkan pembuktian unsur merugikan keuangan negara 

yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak 

pidana korupsi yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1960, 1971, 1999 dan 2001. 

Perbandingan juga dilakukan dengan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi 

yang berlaku di negara-negara lain yakni Singapura, Hong Kong, Korea Selatan 

dan Malaysia. 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah ditentukan, maka beberapa 

hal yang dapat dikemukan dalam pembahasan sebagai berikut : 

 

1. Akibat Hukum dari Perumusan Unsur Merugikan Keuangan Negara 

Bagi Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. 

 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur unsur ”merugikan 

keuangan negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, sedangkan selebihnya tidak 

diperlukan unsur kerugian keuangan negara untuk membuktikan ada tidaknya 

perbuatan korupsi pada pasal-pasal yang lain. Meski memiliki kesamaan unsur 

tetapi karakteristik kedua pasal tersebut berbeda. Pada Pasal 2 ayat (1) perbuatan 

yang menjadi penyebab timbulnya kerugian keuangan negara, adalah perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan perbuatan itu 

mengandung sifat melawan hukum. Sedangkan pada Pasal 3 perbuatan yang dapat 

dipandang menimbulkan kerugian keuangan negara, adalah perbuatan 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan, dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang 

lain atau korporasi. Meskipun sebenarnya, di Pasal 3 orang yang 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan, juga dapat dianggap melakukannya secara melawan 

hukum. 

Pada redaksi kedua pasal tersebut, terdapat frasa “dapat” sebelum unsur 

merugikan keuangan negara. Hal ini dimaknai bahwa kerugian keuangan negara 

tidak mesti ada. Dengan demikian pembuktian kerugian keuangan negara bisa 

dalam tahap potensi (potensial loss) sebagai konsekuensi tindak pidana formil 

karena yang dititikberatkan adalah perbuatan, tanpa mensyaratkan adanya akibat. 

Pada tindak pidana formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau 

meringankan pidana, tetapi tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan 

dapat dipidana. Dilihat dari sudut pandang proses atau hukum acara, perumusan 

sebagai tindak pidana formil, dimaksudkan agar lebih memudahkan pembuktian 

untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Dari perumusan tersebut maka UU 

PTPK menganut konsep kerugian keuangan negara dalam arti tindak pidana 

formil, artinya suatu tindakan otomatis dianggap merugikan keuangan negara, 

sekalipun akibat berupa kerugian keuangan negara belum terjadi, tetapi cukup 

berpotensi menimbulkan kerugian negara saja, seseorang sudah dapat diajukan ke 

pengadilan dan dijatuhi pidana, yang penting perbuatan tersebut bersifat melawan 

hukum. Dengan demikian, pembuktian tindak pidana korupsi dilakukan melalui 

dua pendekatan, yaitu nyata-nyata ada kerugian keuangan negara (actual loss) dan 

kemungkinan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara (potential loss). 
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Dalam perkembangannya, cakupan kedua pasal tersebut tidak memberikan 

kepastian hukum dan rumusannya terlalu luas sehingga dapat menjaring banyak 

orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Pasca Mahkamah Konstitusi 

menghapus kata “dapat” maka tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana 

materiel. Akibat hukumnya, pembuktian unsur merugikan keuangan negara tidak 

lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus nyata dan terjadi 

(actual loss). Dalam hal ini menempatkan unsur merugikan negara sebagai 

keharusan agar terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi. Artinya, untuk dapat 

dilakukan penyidikan disyaratkan adanya kerugian keuangan negara bersifat 

actual loss yang dibuktikan dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara 

oleh instansi yang berwenang. Konstruksi tindak pidana materiel tersebut merujuk 

pada Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 

angka 15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang 

mendefinisikan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, 

dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 

hukum baik sengaja maupun lalai.  

Hanya saja pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dipandang belum 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul atas penerapan Pasal 2 ayat (1) 

dan Pasal 3 UU PTPK. Putusan tersebut di dalam praktik peradilan tindak pidana 

korupsi tidak sepenuhnya diterapkan oleh hakim dalam putusannya. Kondisi ini 

telah menghasilkan produk hukum, diantaranya putusan hakim yang tidak 

seragam memaknai unsur merugikan keuangan negara, baik di pengadilan tingkat 

pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, yang saling bertentangan dalam 

membuktikan unsur tersebut. Hal ini tampak pada putusan Mahkamah Agung    

No. 69K/PID.SUS/2013; putusan Mahkamah Agung No. 103K/PID.SUS/2013; 

putusan Mahkamah Agung No. 819K/PID.SUS/2017; putusan Mahkamah Agung 

No. 3225K/PID.SUS/2018; dan putusan No. 29K/PID.SUS/2019. Beberapa 

putusan tersebut menyangkut pembuktian unsur merugikan keuangan negara tetap 

diterapkan oleh hakim, baik dalam arti tindak pidana formil maupun tindak pidana 

materiel. Dengan kata lain, pembuktian unsur merugikan keuangan negara tetap 

dimaknai baik bersifat actual loss maupun potential loss dan pelaku tindak pidana 

korupsi tetap dipidana.  

Jika ditelaah lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi tidak menentukan 

lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara yang 

dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara korupsi. Secara konseptual 

“menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara”, merumuskan perbuatan 

korupsinya, dan menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan 

hukum dengan kerugian negara yang ditimbulkan adalah merupakan kewenangan 

penyelidik, penyidik dan penuntut umum. Memastikan dan menghitung besarnya 

kerugian keuangan negara merupakan wilayah akuntan forensik (auditor). Untuk 

menghitung kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum (penyidik) dapat 

meminta bantuan ahli, selanjutnya ahli sebagai auditor melakukan audit 

investegatif. Laporan hasil audit digunakan oleh penyidik sebagai bukti permulaan 

untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan sebagai dasar melakukan 
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upaya paksa, yang kemudian menjadi alat bukti di persidangan dalam perkara 

tindak pidana korupsi. 

Praktik selama ini terdapat beberapa institusi yang menghitung kerugian 

keuangan negara yaitu BPK, BPKP, Ahli dari Inspektorat Jenderal atau badan lain 

yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu, bahkan dilakukan oleh Penyidik 

sendiri berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012. Namun 

kemudian berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 yang menegaskan hanya BPK 

yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara, hal tersebut jelas 

menjadi kendala dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi terutama 

menentukan kepastian jumlah kerugian keuangan negara dan menetapkan pidana 

tambahan berupa pembayaran uang pengganti.  

Upaya terbaik mengatasi berbagai masalah tersebut kiranya tidak berhenti 

pada putusan Mahkamah Konstitusi, lebih dari itu adalah penyempurnaan UU 

PTPK. Pembuktian tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini terdapat beberapa 

permasalahan terkait membuktikan unsur merugikan keuangan negara. Beberapa 

permasalahan tersebut yaitu : Pertama, Perbedaan Intepretasi Tentang Keuangan 

Negara. Menafsirkan pengertian keuangan negara sesuai dengan prinsip hukum 

pidana tidaklah mudah karena hal itu dapat ditemukan dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan. Penjelasan Umum UU PTPK mengatur keuangan negara 

adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan, atau yang 

tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala 

hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam pengawasan, 

pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat 

pusat maupun di daerah; dan (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 

pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, 

yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau 

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan 

negara. 

Pengertian keuangan negara juga dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 7 

UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang memberikan 

pengertian yang sama dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, yaitu “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban 

negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 

maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban tersebut”. Selain itu, persoalan pengertian dan cakupan 

keuangan negara sering dikaitkan dengan keuangan BUMN sebagai penyertaan 

modal dari pemerintah. Menurut Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan bahwa BUMN adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan. Terkait ini, Fatwa Mahkamah Agung : WKMA/Yud/20/VIII/2006 

tanggal 16 Agustus 2006, menegaskan bahwa semua undang-undang yang 

menentukan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang telah dipisahkan sebagai 

modal BUMN, Persero dan Perusahaan Daerah yang berbentuk Perseroan 

Terbatas, bukan lagi merupakan kekayaan negara atau daerah. Fatwa ini juga 
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menegaskan bahwa unsur merugikan keuangan negara sebagai salah satu unsur 

tindak pidana korupsi, tidak lagi dapat dikenakan pada BUMN serta Perusahaan 

Daerah. Akan tetapi, secara substansi fatwa berisi pendapat hukum Mahkamah 

Agung yang diberikan atas permintaan suatu pihak sehingga tidak mengikat 

karena bukan merupakan keputusan atau peraturan perundang-undangan. 

UU PTPK tidak memberikan definisi yang rigid tentang pengertian 

“kerugian keuangan negara”. Perumusan dalam pasal-pasal UU PTPK hanya 

menjelaskan tentang kondisi-kondisi secara nyata telah ada kerugian keuangan 

negara dan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Sedangkan mengenai 

perhitungan kerugian keuangan negara adalah berdasarkan pada temuan dari 

instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dalam konteks 

tindak pidana korupsi secara eksplisit tidak ditemukan penjelasan pengertian 

kerugian keuangan negara dalam UU PTPK. Pengertian “kerugian keuangan 

negara”, yang lebih menjamin kepastian hukum sebagaimana Pasal 1 angka 15 

UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 1 angka 22 

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang memberikan 

pengertian yang sama bahwa yang dimaksud dengan “kerugian negara/daerah”, 

adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti 

jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.  

Penjelasan di atas, menunjukan tidak adanya keseragaman pengertian 

keuangan negara antara UU PTPK, UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU 

No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perbedaan pemaknaan 

pengertian keuangan negara antara perundang-undangan tersebut menimbulkan 

kesulitan dalam upaya pemberantasan korupsi dan berdampak pada ketidakpastian 

hukum. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan definisi yuridis keuangan negara, 

hal tersebut disebabkan pengertian keuangan negara yang tersebar pada beberapa 

undang-undang yang dapat menghambat upaya pemberantasan tindak pidana 

korupsi itu sendiri. Perumusan tindak pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit 

hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi upaya 

keberhasilan penegakan hukum, yang kemudian dapat berakibat ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri 

Kedua, Ketidakjelasan Pengertian Perekonomian Negara. Perumusan 

tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, di samping 

memuat unsur “merugikan keuangan negara”, terdapat juga unsur “merugikan 

perekonomian negara”. Unsur kerugian perekonomian negara masih menimbulkan 

permasalahan dalam penerapannya, karena meskipun pengertian kerugian 

perekonomian negara telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU PTPK, hal 

tersebut masih dirasakan belum aplikatif. Perbuatan merugikan perekonomian 

negara, dapat dikatakan hampir tidak dapat ditemukan perkara yang diputus 

pengadilan. Hal tersebut disebabkan karena makna “merugikan perekonomian 

negara”, tidak implementatif dalam ranah penegakan hukum tindak pidana 

korupsi, sehingga hampir tidak pernah diterapkan oleh penegak hukum karena 

tidak ada parameter yang jelas terhadap pengertian tersebut.  
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Ketiga, Polemik Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. 

Mengenai hal ini selalu jadi polemik di pengadilan tindak pidana korupsi karena 

UU PTPK tidak secara tegas mengaturnya. Persoalan ini telah menimbulkan 

beragam perspektif dan spekulatif dalam kaitannya dengan pembuktian tindak 

pidana korupsi. Penjelasan Pasal 32 UU PTPK hanya menyebutkan “bahwa yang 

dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat 

dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau 

akuntan publik”. Namun, belum ada rumusan yang bisa dipakai untuk dipedomani 

dalam menentukan lembaga manakah yang paling berwenang menetapkan adanya 

kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi.  

Dalam perkara korupsi, institusi yang dapat melakukan penghitungan 

kerugian keuangan negara seperti BPK, BPKP, bahkan Penyidik dapat 

membuktikan sendiri. Sebagai contoh penghitungan kerugian keuangan negara 

yang dilakukan oleh akuntan publik dan institusi lainnya, yaitu : (a) Putusan 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 

93/Pid.Sus/2016/PN.Mdn., penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan 

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan ; (b) Putusan 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 

18/Pid.Sus/2011/PN.Sby, penghitungan kerugian keuangan negara didasarkan 

pada “Appraisal Report” yang dibuat oleh Jhonny & Rekan, Jasa Penilai Publik, 

Sucofindo Appraisal. Hasil penghitungan ini, di tingkat kasasi dibatalkan oleh 

Mahkamah Agung dalam putusannya No. 69 K/Pid.Sus/2013 ; (c) Putusan 

Mahkamah Agung No. 819 K/Pid.Sus/2017, penghitungan kerugian keuangan 

negara dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim ; (d) 

Putusan Mahkamah Agung No. 501 K/PID.SUS/2010 tanggal 14 April 2010, 

penghitungan keuangan negara dihitung dan disimpulkan sendiri oleh Penyidik 

Kejaksaan; dan Putusan Mahkamah Agung No. 90 PK/PID.SUS/2010 tanggal 30 

Nopember 2010, penghitungan kerugian keuangan negara dihitung dan 

disimpulkan sendiri oleh Penyidik Kejaksaan.  

Polemik mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian 

keuangan negara dalam perkara korupsi dapat menghambat upaya penegakan 

hukum tindak pidana korupsi. Dalam revisi UU PTPK mendatang, perlu 

mempertimbangkan lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian 

keuangan negara dalam kasus korupsi diperluas dengan memberikan kewenangan 

kepada penyidik dapat menunjuk akuntan publik selain BPK dalam rangka 

percepatan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 

 

2. Urgensi Rekonstruksi Pembuktian Unsur Merugikan Keuangan Negara 

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

 

Pembuktian kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak 

pidana korupsi memiliki peranan penting dan harus dibuktikan. Dengan 

pembuktian, nasib seseorang akan ditentukan dapat atau tidaknya dipersalahkan 

melakukan perbuatan korupsi. Sejak diundangkan UU PTPK, menyangkut 

pembuktian unsur merugikan keuangan negara dalam perkembangnya telah 
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mengalami perubahan mendasar. Perubahan dimaksud bahwa Indonesia telah 

meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006. Perubahan lainnya, terdapat 

beberapa regulasi yang mengatur tentang keuangan negara dan adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi yang telah mengoreksi keberlakuan norma Pasal 2 ayat (1) 

dan Pasal 3 UU PTPK, telah merubah paradigma pemberantasan tindak pidana 

korupsi. Semua kondisi tersebut menyebabkan UU PTPK perlu dilakukan 

perubahan.  

Pada asasnya setiap peraturan perundang-undangan termasuk juga 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuk berdasarkan 

pada beberapa landasan pokok bagi berlakunya norma-norma yang terkandung di 

dalam suatu peraturan perundang-undangan. Landasan pokok ini yang kemudian 

menentukan keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan secara operasional. 

Dalam konteks tersebut, urgensi rekonstruksi pembuktian unsur merugikan 

keuangan negara dalam tindak pidana korupsi diperlukan karena beberapa alasan 

yaitu : alasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan praktis/teknis.  

Alasan filosofis, bahwa pentingnya pembuktian unsur merugikan keuangan 

negara dalam tindak pidana korupsi tercermin dalam konsideran UU PTPK yaitu 

dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945. Secara filosofis, pemberantasan korupsi bertujuan untuk 

mewujudkan tatanan kehidupan yang berkeadilan. Seiring dengan perkembangan 

waktu, dimana terdapat beberapa regulasi yang mengatur keuangan negara dan 

putusan Mahkamah Konstitusi, telah menimbulkan berbagai penafsiran dari aparat 

penegak hukum dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara sehingga 

tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan ; Alasan sosiologis, dengan 

mempertimbangkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam berbagai aspek. Apabila ketentuan yang terdapat dalam 

undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, 

implementasinya akan banyak mengalami hambatan.  Pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi yang menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 

bertentangan dengan UUD 1945, menjadi dasar sosiologis bahwa UU PTPK 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu 

dilakukan revisi untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan hukum di dalam 

masyarakat; Alasan yuridis, secara substansi norma kedua pasal tersebut telah 

dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi karena 

bertentangan dengan prinsip-prinsip universal negara hukum yang diatur dalam 

UUD 1945 sehingga tidak dapat dipertahankan lagi; dan Alasan praktis/teknis, 

yaitu bersumber dari kenyataan bahwa pembuktian unsur merugikan keuangan 

negara masih terdapat banyak hambatan, mulai dari multitafsir pengertian 

keuangan negara dan kerugian keuangan negara hingga polemik lembaga yang 

berwenang menghitung kerugian keuangan negara sehingga seringkali menjadi 

faktor penghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Alasan-alasan di 

atas menjadi dasar urgensi dilakukannya perubahan UU PTPK untuk mengatasi 

perbedaan permasalahan di tataran aplikasi dan lebih menjamin kepastian hukum 

dan berkeadilan. 
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3. Model Rekonstruksi Pembuktian Unsur Merugikan Keuangan Negara 

yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan. 

 

Pembuktian unsur merugikan keuangan negara yang berlaku saat ini 

memberikan ruang gerak dan dimensi lebih luas bagi penegak hukum menafsirkan 

unsur tersebut sebagai perbuatan korupsi. Di dalam penerapannya sering 

dipraktikan berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan 

bertentangan dengan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 

Diundangkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan untuk 

menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta 

perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, UU 

PTPK menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus 

dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (asset recovery). Dengan kata lain, 

bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum bagi mereka yang 

terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar 

seluruh kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi dapat 

dikembalikan. 

Pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-

XIV/2016, belum memecahkan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana 

korupsi. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi penegak hukum dalam 

membuktikan unsur keuangan negara, antara lain adanya perbedaan intepretasi 

mengenai keuangan negara, ketidakjelasan pengertian perekonomian negara, 

termasuk juga soal pihak mana yang berwenang menghitung kerugian keuangan 

negara yang dapat dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini seringkali menimbulkan 

perdebatan atau perbedaan pandangan diantara penegak hukum dan para ahli 

hukum, yang dapat menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi. 

Kendatipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya merubah tindak 

pidana korupsi menjadi tindak pidana materiel, tetapi dalam praktiknya, 

pembuktian unsur merugikan keuangan negara tetap dipahami oleh hakim baik 

dalam arti tindak pidana formil maupun tindak pidana materiel. Hal ini dapat 

dilihat pada putusan Mahkamah Agung No. 69K/PID.SUS/2013; putusan 

Mahkamah Agung No. 103K/PID.SUS/2013; putusan Mahkamah Agung No. 

819K/PID.SUS/2017; putusan Mahkamah Agung No. 3225K/PID.SUS/2018; dan 

putusan No. 29K/PID.SUS/2019. Beberapa putusan tersebut menyangkut 

pembuktian unsur merugikan keuangan negara dimaknai baik bersifat actual loss 

maupun potential loss dan pelaku tindak pidana korupsi tetap dipidana.  

Model rekonstruksi yang lebih menjamin kepastian hukum adalah 

menggunakan konsep kerugian keuangan negara dalam arti tindak pidana 

materiel. Dalam konsep ini, suatu perbuatan baru bisa dipandang memenuhi unsur 

tindak pidana korupsi dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-

benar nyata dan terjadi (actual loss). Konsep ini sejalan dengan RKUHP Tahun 

2019, yang diatur dalam Pasal 603 RKUHP mengambil alih rumusan Pasal 2 ayat 

(1) UU PTPK dan Pasal 604 RKUHP mengambil alih rumusan Pasal 3 UU PTPK, 

tetapi tidak lagi menggunakan frasa “dapat” sebelum unsur merugikan keuangan 
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negara sehingga merupakan tindak pidana materiel. Hal ini berarti bahwa 

terjadinya tidak pidana korupsi maka kerugian keuangan negara harus bebar-benar 

sudah nyata dan terjadi (actual loss).   

Konsep kerugian negara dalam arti tindak pidana materiel juga sejalan 

dengan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

dan Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan, yang memberikan pengertian yang sama : “Kerugian Negara/Daerah 

adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti 

jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan 

keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar 

nyata atau pasti jumlahnya (actual loss). 

Dalam hal terjadi kerugian keuangan negara atau daerah maka instansi 

atau lembaga yang berwenang melakukan penghitungan harus diperluas tidak saja 

BPK, sepanjang yang melakukan penghitungan adalah orang yang mempunyai 

kompetensi. Lembaga atau pihak yang berwenang dalam penghitungan kerugian 

keuangan negara harus ditegaskan dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi mendatang, yaitu untuk menghindari multitafsir dan 

masalah hukum lainnya dikemudian hari. Tujuan dilakukannya perhitungan 

jumlah kerugian keuangan negara : pertama, menentukan jumlah uang pengganti 

sesuai Pasal 17  dan  Pasal 18 UU PTPK; kedua, dalam hal kasus yang terjadi 

ternyata merupakan kasus perdata, maka penghitungan kerugian negara digunakan 

sebagai bahan penetapan mekanisme ganti rugi dan kompensasi. 

Kebijakan legislasi di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi 

mendatang diperlukan untuk membenahi berbagai peraturan perundang-undangan 

terkait keuangan negara dan kerugian keuangan negara. Pembenahan peraturan 

perundang-undangan yang berparadigma kepastian hukum dan keadilan serta 

kemanfaatan sosial dan ekonomi, dalam arti memberikan landasan yang kuat bagi 

penegak hukum untuk mengusut tindak pidana korupsi. Pembenahan  mulai dari 

sinkronisasi hingga revisi terhadap UU PTPK, agar ada kepastian hukum yang 

adil dalam pemberantasan korupsi. 

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai   

berikut : Pertama, akibat hukum dari perumusan kerugian keuangan negara dalam 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pembuktian tindak 

pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu nyata-nyata ada 

kerugian keuangan negara (actual loss) dan kemungkinan menimbulkan kerugian 

keuangan negara (potential loss). Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, 

pembuktian bersifat actual loss yaitu akibat berupa kerugian keuangan negara 

harus benar-benar yang nyata dan terjadi ; Kedua, Rekonstruksi pembuktian unsur 

merugikan keuangan negara perlu dilakukan karena : Alasan filosofis, terdapat 

pelbagai penafsiran dari aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur 

merugikan keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi sehingga tidak 

mencerminkan kepastian hukum dan keadilan ; Alasan sosiologis, Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini sudah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat; Alasan yuridis, bahwa secara 

substansi norma kedua pasal tersebut menimbulkan persoalan hukum dan telah 
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dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi 

sehingga tidak dapat dipertahankan lagi; dan Alasan praktis/teknis, bahwa dalam 

kenyataannya pada pembuktian unsur merugikan keuangan negara masih terdapat 

banyak hambatan seperti adanya perbedaan intepretasi keuangan negara hingga 

polemik kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara, yang pada 

akhirnya menghambat upaya pemberantasan korupsi; Ketiga, model pembuktian 

yang lebih tepat dan lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan adalah 

menggunakan konsep kerugian keuangan negara dalam arti tindak pidana 

materiel. Dengan demikian suatu perbuatan baru bisa dipandang memenuhi unsur 

tindak pidana korupsi dengan syarat harus ada kerugian negara benar-benar nyata 

dan terjadi (actual loss).  

Berdasarkan hal tersebut, ada tiga hal yang dapat direkomendasikan :      

(1) Perlu dilakukannya revisi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, dengan 

menghilangkan kata “dapat” sebelum kalimat “merugikan keuangan negara”, 

untuk mengatasi tafsir yang berbeda di dalam penerapannya; (2) Perlu dilakukan 

sinkronisasi pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang Pemberantasan 

Korupsi dengan mengacu pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Sedangkan untuk mengatasi polemik lembaga yang berwenang menghitung 

kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi, perlu dilakukan perluasan 

dengan memberikan kewenangan kepada penyidik dapat menunjuk akuntan 

publik selain BPK dalam rangka percepatan upaya pemberantasan tindak pidana 

korupsi ; dan (3)  Sejalan dengan konsep kerugian keuangan negara dalam arti 

tindak pidana materiel, maka kebijakan formulasi (legislatif) yang akan datang 

(ius constituendum), perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : pertama, 

rumusan tindak pidana korupsi tetap mencantumkan unsur merugikan keuangan 

negara; kedua, mengenai klausula pengembalian kerugian keuangan negara tidak 

menghapuskan pemidanaan sebaiknya tetap diatur dalam pasal tersendiri ; dan 

ketiga, memberikan pengertian yuridis mengenai keuangan negara dan kerugian 

keuangan negara sehingga lebih menjamin kepastian hukum dalam upaya 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 
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SUMMARY 

 

 
 

The crime of corruption has caused enormous losses, not only detrimental 

to state finances, but is a violation of social rights and economic progress and can 

hinder the state's goal of realizing people's welfare based on Pancasila and the 

1945 Constitution. The big amount of the resulting impact means that the criminal 

act of corruption is classified as an extra ordinary crime and it is very difficult to 

prove it so that efforts to eradicate it are required which are different from 

criminal acts in general. Corruption crimes have continued to increase from year 

to year, both in terms of the number of cases that have occurred and the number 

of losses to state finances as well as in terms of the quality of criminal acts that 

have been more systematic and have penetrated all aspects of public life. 

Therefore, efforts to eradicate corruption are aimed not only at punishing the 

culprit who is guilty, but the most important thing is how to recover state financial 

losses resulting from acts of corruption. 

The current regulatory policy relating to efforts to eradicate corruption is 

Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the 

Eradication of Corruption Crimes (abbreviated as UU PTPK). In the PTPK Law, 

state financial losses are one of the elements of the criminal act of corruption 

formulated in Article 2 paragraph (1) and Article 3. The types of criminal acts in 

these two articles constitute formal crimes. The affirmation as a formal criminal 

act (formeel delicten) is explicitly stated in the explanation of the law, which is 

intended to facilitate evidence in order to reach various crime ways of 

increasingly sophisticated state financial irregularities. In this context, the PTPK 

Law adopts the concept of state financial loss in the sense of a formal crime. This 

means that an automatic action is deemed to be detrimental to state finances, even 

though the result is a loss of state finances that has not occurred, but it is 

sufficient to have the potential to cause state loss alone, a person can already be 

brought to court and sentenced to crime, provided other elements of the act are 

fulfilled. 

The formulation of these two articles still creates many obstacles to 

proving a criminal act of corruption because it is a vage norm (vage 

normen/vague norm), unclear and multiple interpretations. In its application it is 

often misused to reach many acts that are suspected of causing losses to state 

finances. The use of the word "can" before the sentence "detrimental to the 

balance sheet finances" for investigators and public prosecutors is the free 

authority in determining whether or not a corruption case can be prosecuted so 

that it has the potential for acts of abuse of authority. The word "can" which is 

formulated in these two articles is a vague word. How the law should be enacted 

or a sentence imposed based on an event that has not occurred, does not 

necessarily occur or may not occur. Therefore, the word "can" in practice can 

mean anything according to the choice of the reader, it has caused legal 

uncertainty in its application. 

The weakness of the norms of the two articles was then corrected by the 

Constitutional Court in its decision Number 25/PUU-XIV/2016, which removed 

the word "can" so that the criminal act of corruption turned into a material crime. 
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This decision not only changes the paradigm of eradicating corruption, but also 

has implications for evidence. Previously, the criminal act of corruption was a 

formal crime, which did not require consequences in the form of state financial 

losses. However, after the Constitutional Court decision became a material crime, 

requiring that there be consequences in the form of losses to state finances. Thus 

there is a change from only potential loss to actual loss. The implication of this 

decision is that every effort to enforce the law on criminal acts of corruption must 

be proven that there is an actual loss of state finance and has occurred (actual 

loss) before determining the suspect. 

After the issuance of the Constitutional Court decision, it has not solved 

the obstacles in enforcing the law on corruption. In the practice of judicial 

corruption, the judges have not fully implemented the decision and there are still 

different interpretations in proving the fulfillment of the element of state financial 

loss as a criminal act of corruption. As long as the PTPK Law has not been 

revised, it can create confusion in law enforcement. From the evidentiary aspect, 

it is important to be reviewed in order to overcome differences in interpretation 

and to ensure more legal certainty in the effort to eradicate corruption. 

The problems that are formulated in this research are : (1) What is the 

legal consequence of the formulation of elements that are detrimental to state 

finances to prove the crime of corruption ?; (2) Why is it necessary to reconstruct 

the proof of the element of detrimental to state finances in the Law on the 

Eradication of Corruption ?; (3) How is the model for the reconstruction of 

proving the element of detrimental to state finances in criminal acts of corruption 

to realize legal certainty and justice through reform of the criminal law of 

corruption in  Indonesia ? 

The type of research used is normative legal research, namely legal 

research conducted by examining library materials or secondary data as the main 

activity. Normative legal research is a scientific research procedure to find the 

truth based on the scientific logic of law from a normative side. Therefore, this 

research departs from the view of the positive legal norms that apply in the 

national legal system. The approaches used in this research are the statute 

approach, which is an approach that is carried out by examining all laws and 

regulations related to the legal issue being handled; a historical approach, 

namely to understand more deeply the history and development of positive law to 

eradicate corruption in Indonesia; the case approach, namely examining cases 

related to legal issues currently being faced which have become court decisions 

and have permanent legal force. This case approach is used to understand the 

ratio decidendi or reasoning as a judge's consideration to arrive at his decision; a 

comparative approach, which is to compare the evidence of the detrimental 

elements of state finances regulated in several laws and regulations on corruption 

eradication in effect in Indonesia since 1960, 1971, 1999 and 2001. Comparisons 

are also made with the prevailing corruption eradication system in other 

countries namely Singapore, Hong Kong, South Korea and Malaysia. 

Based on the formulation of the problems that have been determined, 

several things can be raised in the discussion as follows: 
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1. Legal consequences of the formulation of elements that are detrimental to 

state finances for proof of corruption. 

 

In Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning 

Corruption Eradication, regulates the element "detrimental to state finances" in 

Article 2 paragraph (1) and Article 3, while the rest does not require an element 

of state financial loss to prove whether or not there is an act of corruption in 

other articles. Although they have similar elements, the characteristics of the two 

articles are different. In Article 2 paragraph (1) an act that causes state loss is an 

act that enriches oneself, another person or a corporation, and the act has an 

unlawful nature. Whereas in Article 3, actions that can be seen as causing losses 

to the state are acts of abusing authority, opportunity or means available to them 

because of their position or position, and with the aim of benefiting themselves, 

other people or corporations. Even though in fact, in Article 3 a person who 

abuses the power, opportunity or means available to him because of his position 

or position, can also be deemed to have done so illegally. 

In the editorial staff of the two articles, there is a phrase "can" before the 

element is detrimental to state finances. This means that state financial losses do 

not necessarily exist. Thus proving state financial losses can be in the potential 

loss stage as a consequence of a formal criminal act because the emphasis is on 

an act, without requiring a consequence. In a formal crime, certain consequences 

can only be burdensome or lighten the crime, but without the consequences of the 

act itself is prohibited and can be punished. It is seen from the point of view of 

process or procedural law, the formulation as a formal crime is intended to make 

it easier for evidence to ensnare perpetrators of corruption. From this 

formulation, the PTPK Law adheres to the concept of state financial loss in the 

sense of formal crime, meaning that an automatic action is deemed to be 

detrimental to state finances, even though the result of a loss in state finance has 

not occurred, but has the potential to cause state loss alone, a person can already 

be brought to court and sentenced to crime, the important thing is that the act is 

against the law. Thus, proof of a criminal act of corruption is carried out through 

two approaches, namely that there is an actual loss of state finance (actual loss) 

and the possibility of causing a state financial loss (potential loss). 

In its development, the scope of the two articles does not provide legal 

certainty and their formulation is too broad so that it can arrest many people as 

perpetrators of criminal acts of corruption. After  the Constitutional Court 

removed the word "can", the criminal act of corruption turned into a material 

crime. As a result of the law, proving that the element of loss to state finances is 

no longer understood as an estimate (potential loss), but must be real and occur 

(actual loss). In this case placing the element of detrimental to the state as 

imperative in order to fulfill the element of the criminal act of corruption. This 

means that in order to carry out an investigation, an actual loss of state finance is 

required as evidenced by the calculation of the state financial loss by the 

competent agency. The construction of material criminal acts refers to Article 1 

point 22 of Law No. 1 of 2004 concerning the State Treasury and Article 1 

number 15 of Law No. 15 of 2006 concerning the Supreme Audit Agency, which 
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defines state/regional losses as shortages of money, securities, and goods, the real 

and definite amount as a result of illegal or negligent acts. 

It's just that after the Constitutional Court decision is seen as not resolving 

various problems arising from the application of Article 2 paragraph (1) and 

Article 3 of the PTPK Law. This decision in the criminal court practice of 

corruption is not fully implemented by the judge in his decision. This condition 

has resulted in legal products, including judges decisions that do not uniformly 

interpret elements of detrimental to state finances, both in the court of first 

instance, the appeal level and the cassation level, which contradict each other in 

proving these elements. This can be seen in the decision of the Supreme Court No. 

69K/PID.SUS/2013; Supreme Court decision No. 103K/PID.SUS/2013; Supreme 

Court decision No. 819K/PID.SUS/2017; Supreme Court decision No. 3225K/ 

PID.SUS/2018; and decision No. 29K/PID.SUS/2019. Some of these decisions 

concerning proving that the element of detrimental to state finances are still 

applied by judges, both in the sense of formal crimes and material crimes. In 

other words, proving that the element is detrimental to state finances is still 

interpreted as either an actual loss or a potential loss and perpetrators of 

corruption are still convicted. 

If it is examined further, the Constitutional Court does not determine 

which institution is authorized to calculate state financial losses which can be 

used as evidence in corruption cases. Conceptually, determining whether or not 

there is a state financial loss, formulating the corrupt act, and determining the 

causal relationship between an illegal act and the incurred state loss is the 

authority of the investigator, investigator and public prosecutor. Ensuring and 

calculating the amount of state financial loss is the area of the forensic 

accountant (auditor). To calculate state financial losses, law enforcement officers 

(investigators) can ask for expert assistance, then the expert as an auditor 

conducts an investigative audit. The audit report is used by investigators as 

preliminary evidence to determine a person as a suspect and as a basis for 

carrying out coercive measures, which then become evidence at court in cases of 

criminal acts of corruption. 

In practice so far, there are several institutions that calculate state 

financial losses, namely BPK, BPKP, Experts from the Inspectorate General or 

other bodies that have the same function, even carried out by investigators 

themselves based on the decision of the Constitutional Court No. 31/PUU-X/2012. 

But then based on SEMA No. 4 of 2016 which confirms that only the BPK has the 

authority to determine state financial losses, this is clearly an obstacle in the 

process of proving corruption, especially determining the certainty of the amount 

of state financial losses and determining additional penalties in the form of 

compensation payments. 

The best efforts to overcome these various problems do not stop with the 

Constitutional Court's decision, more than that, the improvement of the PTPK 

Law. There are several problems related to proving that the element is 

detrimental to state finances. Some of these problems are: First, Differences in 

Interpretation of State Finances. Interpreting the definition of state finance in 

accordance with the principles of criminal law is not easy because it can be found 
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in several laws and regulations. In the General explaination of the PTPK Law, it 

is stated that state finances are all state assets in any form that are separated, or 

are not separated, including all parts of state assets and all rights and obligations 

arising from: (a) being under supervision, management, and the accountability of 

officials of State institutions, both at the central and regional levels; and (b) are 

under the control, management and responsibility of State Owned 

Enterprises/Regional Owned Enterprises, foundations, legal entities, and 

companies that include state capital, or companies that include third party capital 

based on agreements with the State. 

The definition of state finance can also be found in Article 1 number 7 of 

Law no. 15 of 2006 concerning the Supreme Audit Agency, which provides the 

same meaning as Article 1 number 1 of Law no. 17 of 2003 concerning State 

Finance, namely "State finances are all rights and obligations of the state that can 

be valued in money, as well as everything in the form of money or goods that can 

be made state property in connection with the implementation of these rights and 

obligations". In addition, issues of understanding and coverage of state finances 

are often associated with BUMN finances as capital participation from the 

government. According to Article 1 paragraph (1) in conjunction with Article 4 

paragraph (1) of Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, it is 

stated that BUMN is a business entity which all or most of its capital is owned by 

the state through direct participation originating from separated state assets. In 

this regard, the Fatwa of the Supreme Court : WKMA/Yud/20/VIII/ 2006 dated 16 

August 2006, confirms that all laws that determine state assets or regional assets 

that have been separated as capital of BUMN, Persero and Regional Companies 

in the form of Limited Liability Companies, is no longer a state or regional asset. 

This fatwa also emphasizes that the element of detrimental to state finances as an 

element of corruption can no longer be imposed on BUMN and regional 

companies. 

The PTPK Law does not provide a rigid definition of the meaning of “state 

financial loss”. The formulation in the articles of the PTPK Law only describes 

conditions where there has been a real loss of state finances and can cause losses 

to state finances. Meanwhile, the calculation of state financial losses is based on 

the findings of the competent authority or appointed public accountant. In the 

context of corruption, there is no explicit explanation for the definition of state 

financial losses in the PTPK Law. The definition of "state financial loss", which 

guarantees more legal certainty as referred to in Article 1 number 15 of Law No. 

15 of 2006 concerning the Supreme Audit Agency and Article 1 number 15 of Law 

No. 1 of 2004 concerning the State Treasury, which provides the same definition 

that what is meant by "state/regional losses", is a real and definite shortage of 

money, securities, and goods as a result of an act against the law, whether 

intentionally or negligently. 

The explanation above shows that there is no uniform definition of state 

finances between the PTPK Law, Law No. 15 of 2006 concerning the Supreme 

Audit Agency, Law No. 17 of 2003 concerning State Finance, and Law No. 19 of 
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2003 concerning State Owned Enterprises. The difference in the meaning of state 

finance between these laws creates difficulties in efforts to eradicate corruption 

and has an impact on legal uncertainty. Therefore, it is necessary to have a clear 

juridical definition of state finance, This is because the definition of state finance 

which is spread out in several laws can be an effort to eradicate the criminal act 

of corruption itself. The formulation of criminal acts that are unclear or too 

complicated will only create legal uncertainty and hinder efforts to successfully 

enforce the law, which in turn can result in public distrust of law enforcement 

itself. 

Second, the Unclear Definition of the State Economy. The formulation of 

the criminal act of corruption in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the 

PTPK Law, in addition to containing elements of "detrimental to state finances", 

there is also an element of "detrimental to the country's economy". The element of 

state economic loss still creates problems in its application, because although the 

definition of state economic loss has been explained in the General Elucidation of 

the PTPK Law, it is still deemed not applicable. Actions detrimental to the 

country's economy, it can be said that there are almost no cases that are decided 

by the court. This is because the meaning of "detrimental to the country's 

economy" is not implemented in the realm of law enforcement on corruption, so it 

is almost never applied by law enforcers because there are no clear parameters 

for this definition. 

Third, the polemic of the authority to calculate state financial losses. 

Regarding this matter, it is always a polemic in the corruption court because the 

PTPK Law does not explicitly regulate it. This issue has created various and 

speculative perspectives in relation to proving corruption. The explaination of 

Article 32 of the PTPK Law only states "that what is meant by state financial 

losses are losses which have been calculated in number based on the findings of 

the authorized agency or public accountant". However, there is no formula that 

can be used to guide in determining which institution has the most authority to 

determine the existence of state financial losses in corruption cases. 

In corruption cases, institutions that can calculate state financial losses 

such as the BPK, BPKP, and even investigators can prove themselves. For 

example, the calculation of state financial losses carried out by public 

accountants and other institutions, namely: (a) Decision of the Corruption Court 

at the Medan District Court No. 93/Pid.Sus/2016/PN.Mdn., The calculation of 

state financial losses is carried out by the Public Accountant Firm (KAP) Tarmizi 

Achmad & Partners; (b) Decision of the Corruption Court at the Surabaya 

District Court No. 18/Pid.Sus/2011/PN.Sby, the calculation of state financial 

losses is based on the “Appraisal Report” prepared by Jhonny & Partners, Public 

Appraisal Service, Sucofindo Appraisal. The result of this calculation, at the 

cassation level was canceled by the Supreme Court in its decision No. 

69K/Pid.Sus/2013; (c) Supreme Court Decision No. 819K/Pid.Sus/2017, the 

calculation of state financial losses is carried out by the Regional Revenue 

Service of Muara Enim Regency; (d) Supreme Court Decision No. 
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501K/PID.SUS/2010 dated April 14, 2010, the calculation of state finances is 

calculated and concluded by the Prosecutor's Investigator; and Supreme Court 

Decision No. 90PK/PID.SUS/2010 dated 30 November 2010, the calculation of 

state financial losses was calculated and concluded by the Prosecutor's 

Investigator. 

The polemic regarding the institution authorized to calculate state 

financial losses in corruption cases can hinder efforts to enforce the law on 

corruption. In the upcoming revision of the PTPK Law, it is necessary to consider 

that the institution authorized to calculate state financial losses in corruption 

cases needs to be expanded by giving the authority to investigators to appoint a 

public accountant other than the BPK in order to accelerate efforts to eradicate 

corruption. 

 

2. The Urgency of Reconstruction to Prove Elements of a Loss to State 

Finances in the Corruption Eradication Law 

 

The proof of state financial losses as an element of the criminal act of 

corruption has an important role and must be proven. With the proof, a person's 

fate will be determined whether or not to be blamed for committing an act of 

corruption. Since the enactment of the PTPK Law, regarding the evidence that 

elements of detrimental to state finances in its development have undergone 

fundamental changes. The amendment meant that Indonesia had ratified UNCAC 

through Law No. 7 of 2006. Other changes, there are several regulations 

governing state finances and the existence of a Constitutional Court decision that 

has corrected the validity of the norms of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of 

the PTPK Law, has changed the paradigm of eradicating corruption. All these 

conditions cause the PTPK Law to be amended. 

In principle, every statutory regulation, including the Corruption 

Eradication Law, is formed based on several main bases for the enforcement of 

the norms contained in a statutory regulation. This basic foundation then 

determines the operational validity of a law. In this context, the urgency of the 

reconstruction of proof of the element of detrimental to state finances in the 

criminal act of corruption is needed for several reasons, namely: philosophical, 

sociological, juridical, and practical / technical reasons. 

The philosophical reason is that the importance of proving the element of 

detrimental to state finances in criminal acts of corruption is reflected in the 

preamble of the PTPK Law, namely in the context of realizing a just and 

prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. 

Philosophically, the eradication of corruption aims to create a just life order. 

Over time, where there are several regulations governing state finances and the 

Constitutional Court decisions, it has led to various interpretations by law 

enforcement officials in proving that the elements are detrimental to state finances 

so that they do not reflect legal certainty and justice; Sociological reasons, taking 

into account that the regulations are formed to meet the needs of society in 

various aspects. If the provisions contained in the law are no longer in 
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accordance with the needs of the community, their implementation will experience 

many obstacles. After the decision of the Constitutional Court which states that 

the word "can" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 contradicts the 1945 

Constitution, it becomes a sociological basis that the PTPK Law is no longer in 

accordance with the development of society so it needs to be revised to answer the 

needs and developments of the law in Public; The juridical reason concerns the 

substance of the law to be amended to ensure legal certainty and a sense of public 

justice. Substantially, the norms of the two articles have been declared to have no 

binding power by the Constitutional Court because they contradict the universal 

principles of the rule of law as regulated in the 1945 Constitution so that they 

cannot be defended any longer; and Practical/Technical reasons, namely 

stemming from the fact that there are still many obstacles to prove that there are 

still many obstacles, ranging from multiple interpretations of state finances and 

state financial losses to polemic of authority over state financial losses so that it 

often becomes an inhibiting factor in efforts to eradicate corruption. The reasons 

above are the basis for the urgency of amending the PTPK Law to address 

differences in problems at the application level and ensure legal certainty and 

justice. 

 

3. The reconstruction model proving the element of loss to state finances with 

legal certainty and justice. 

 

The current proof of the element of detrimental to state finances provides 

room for movement and a broader dimension for law enforcers to interpret this 

element as an act of corruption. In its application, it is often practiced differently, 

giving rise to legal uncertainty and contradicting the guarantee of protection of 

human rights. The enactment of Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to 

Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, is intended 

to ensure legal certainty, avoid various interpretations of the law and provide 

protection for the social and economic rights of the community, as well as fair 

treatment in eradicating criminal acts of corruption. In addition, the PTPK Law 

stipulates a policy that state financial losses must be returned or replaced by the 

perpetrators of corruption (asset recovery). In other words, that efforts to 

eradicate corruption should not only punish those who are found guilty with the 

heaviest punishment, but also so that all state financial losses caused by 

corruption can be returned. 

After the issuance of the Constitutional Court decision Number 

25/PUUXIV/2016, it has not solved the obstacles in law enforcement of 

corruption. There are several problems faced by law enforcers in proving the 

elements of state finance, including differences in interpretation of state finances, 

unclear understanding of the state economy, including the question of which party 

is authorized to calculate state financial losses which can be used as legal 

evidence. This often creates debate or differences in views between law enforcers 

and legal experts, which can hinder law enforcement on corruption. 

Even though the Constitutional Court in its decision has changed the 

criminal act of corruption into a material crime, in practice, the judges still 
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understand that the elements of detrimental to state finances are understood by 

judges both in terms of formal crimes and material crimes. This can be seen in the 

decision of the Supreme Court No. 69K/PID.SUS/2013; Supreme Court decision 

No. 103K/PID.SUS/2013; Supreme Court decision No. 819K/PID.SUS/2017; 

Supreme Court decision No. 3225K/PID.SUS/2018; and decision No. 

29K/PID.SUS/2019. Some of the decisions are related to the evidence that the 

element of detrimental to state finances is interpreted as either an actual loss or a 

potential loss and perpetrators of corruption are still convicted. 

The reconstruction model that guarantees more legal certainty is to use 

the concept of state financial losses in the sense of material crime. In this concept, 

a new act can be viewed as fulfilling the element of a corruption crime on the 

condition that there must be an actual state loss and an actual loss. This concept 

is in line with the RKUHP 2019, which is regulated in Article 603 of the RKUHP 

taking over the formulation of Article 2 paragraph (1) of the PTPK Law and 

Article 604 of the RKUHP taking over the formulation of Article 3 of the PTPK 

Law, but no longer using the phrase "can" before the element is detrimental to 

state finances so it is a material crime. This means that when there is no crime of 

corruption, the state's financial losses must actually be real and occur (actual 

loss). 

The concept of state loss in the sense of material crime is also in line with 

Article 1 point 22 of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury and Article 1 

point 15 of Law No. 15 of 2006 concerning the Supreme Audit Agency, which 

gives the same meaning: "State/regional losses are shortages of money, securities, 

and goods, which are real and definite as a result of unlawful acts, whether 

intentionally or negligently". Based on these provisions, an act can be said to be 

detrimental to state finances on condition that there must be an actual loss to the 

state or an actual amount (actual loss). 

In the event of a state or regional financial loss, the agency or institution 

authorized to carry out the calculation must be expanded not only to the BPK, as 

long as the person performing the calculation is a competent person. Institutions 

or parties authorized in calculating state financial losses must be affirmed in the 

upcoming revision of the Corruption Eradication Law, namely to avoid multiple 

interpretations and other legal problems in the future. The objectives of 

calculating the amount of state financial losses are: first, to determine the amount 

of replacement money in accordance with Article 17 and Article 18 of the PTPK 

Law; second, in the event that the case that occurs is a civil case, the calculation 

of state losses is used as material for determining the compensation and 

compensation mechanism. 

The upcoming legislative policies in the field of eradicating corruption are 

needed to fix various laws and regulations related to state finances and state 

financial losses. Reforming laws and regulations with the paradigm of legal 

certainty and justice as well as social and economic benefits, in the sense of 

providing a strong foundation for law enforcers to investigate criminal acts of 

corruption. Improvements ranging from synchronization to revision of the PTPK 

Law, so that there is fair legal certainty in the eradication of corruption. 
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Based on the analysis and discussion above, it can be concluded as 

follows: First, the legal consequences of the formulation of state financial losses 

in the Corruption Eradication Act, proving corruption crimes can be carried out 

through two approaches, namely real state financial losses (actual loss) and the 

possibility of causing financial losses to the state (potential loss). However, after 

the decision of the Constitutional Court, the evidence is in the nature of an actual 

loss, namely the result of a loss in state finances that is real and occurs; Second, 

the reconstruction of the proof of the detrimental to state finances needs to be 

done because: Philosophical reasons, there are various interpretations by law 

enforcement officials in proving that the element of detrimental to state finances is 

a criminal act of corruption so that it does not reflect legal certainty and justice; 

For sociological reasons, the current Law on Corruption Eradication is no longer 

in line with the development of society; The juridical reason, that in substance the 

norms of the two articles raise legal issues and have been declared not to have 

binding legal force by the Constitutional Court so that they cannot be maintained 

any longer; and Practical/Technical reasons, that in reality, there are still many 

obstacles to prove that the elements are detrimental to state finances, such as 

differences in the interpretation of state finances to polemics on the authority to 

calculate state financial losses, which ultimately hinder efforts to eradicate 

corruption; Third, a model of proof that is more precise and guarantees fair legal 

certainty is to use the concept of state financial loss in the sense of material crime. 
Thus, a new act can be deemed to fulfill the elements of a criminal act of 

corruption on the condition that there must be an actual state loss (actual loss). 

Furthermore, the authors recommend: (1) It is necessary to revise Article 

2 paragraph (1) and Article 3 of the PTPK Law, by eliminating the word "can" 

before the sentence "detrimental to state finances", to overcome different 

interpretations in its application; (2) It is necessary to synchronize the definition 

of state finances in the Corruption Eradication Law with reference to Law No. 17 

of 2003 concerning State Finance. Meanwhile, to overcome the polemic of 

institutions authorized to calculate state financial losses in corruption cases, it is 

necessary to expand by giving the authority to investigators to appoint public 

accountants other than BPK in order to accelerate efforts to eradicate corruption 

crimes; and (3) In line with the concept of state financial loss in the sense 

material crime, the upcoming formulation (legislative) policy (ius constituendum), 

needs to pay attention to the following matters: first, the formulation of the 

criminal act of corruption still includes elements of detrimental to state finances; 

second, regarding the clause on the return of state financial losses not to abolish 

punishment, it should still be regulated in a separate article; and third, providing 

a juridical understanding of state finances and state financial losses so as to 

ensure legal certainty in efforts to prevent and eradicate corruption. 
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